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PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,
bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan perly disusun Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026;

a.

bahwa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah sebagai
Dokumen Perencanaan bagi Daerah yang Masa Jabatan
Pemerintahannya berakhir pada Tahun 2023;

b.

bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD)
akan digunakan oleh Penjabat (pj) Kepala Daerah sebagai
pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Indragin Hilr tentang RKencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-
2026.

b.

. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Repubik1
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 2754);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);



4,

10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesa Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesa Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

6.

Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemernntah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 6757),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nemor 4817),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036} sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nemor 1312};
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragin Hilir Tahun 2008 Nomor 26);



12.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten I[ndragiri Hilir
Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hiultr.

Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda
atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan
yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan
mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya distngkat RPJPD
adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat
visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

Rencana Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat RPD Tahun 2024-2026
adalah dokumen perencanaan untuk periode 2024-2026 merupakan program
prioritas daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strateg; pembangunan
daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas
satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen
perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan
mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Wajib
Pemerintah yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

2.

3.

4.

5.

6.



12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah
Tencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan
daerah.

13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode |

{satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat

PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

15. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan
Bupati Indrapiri Hilir.

16, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai tujuan.

17. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur.

18. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung
mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota,
TNi, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Onrmas, tokch masyarakat provinsi dan
kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat,
pemenntah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan
serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan
kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

19, Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

20, Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan
kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang
ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

21. Pengendahan dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses
pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk
memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pasal 2

RPD Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan tujuan, sasaran, strategi,
arah kebyjakan, pembangunan Daerah, dan Keuangan Daerah serta program
perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan pendanaan yang
bersifat indikatf untuk jangka waktu Tahun 2024-2026 yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD dan RPJMN secara sinergi dan terpadu.

Pasal 3

RPD Tahun 2024-2026 sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

a. pedoman Penyusunan Rencana Strategis {Renstra) Perangkat Daerah yang
memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuail dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.



b. pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat
rancangan kerangka ekonomi Daerah, pnoritas pembangunan Daerah, serta
rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasa] 4

RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan
sistematika sebagai bernkut :

BAB | PENDAHULUAN
BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BABII : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BABV : TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN BAN PROGRAM PRIORITAS
BAB VIi : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT

DAERAH
BAB VIII: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IX : PENUTUP

Pasal 5

RPD Tahun 2024-2026 yang disusun dengan sistematika sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati int.

Pasal 6

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan
pembangunan dan pelayanan publik.

BAB III
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 7

{1) Pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 dibiayai dengan dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan
lainnya.

(2) Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang sah sesual peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

{1} Bupati maupun Penjabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026.

(2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah;



b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD; dan
c. Evaluasi terhadap RPD.

(3) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 28 Apnl 2023
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 28 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023 NOMOR 4
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